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PENETAPAN
Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

fL§J>‘rjl c,a;:"’jl ¢Llj| (O-AALS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan

oleh:

Suratini binti Satro, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat
tinggal di JI. Benda Timur 14 B.E 25/8 RT 002 RW 011
Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang
Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya serta
mewakili anak yang belum dewasa bernama Raihanah Azmi
binti Uus Sarip Hidayat, umur 3 tahun, agama Islam, alamat JI.
Benda Timur 14 B.E 25/8 RT 002 RW 011 Kelurahan Benda
Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai
Pemohon I;

Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat, umur 31 tahun, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Pamulang Permai Il E 25/8 RT 002 RW 011 Kelurahan Benda
Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai
Pemohon II;

Dwi Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat, umur 29 tahun, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di JI. Benda
Timur 14 B.E 25/8 RT 002 RW 011 Kelurahan Benda Baru
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai

Pemohon IlI;
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Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarp Hidayat, umur 20 tahun,
agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl.
Benda Timur 14 B.E 25/8 RT 002 RW 011 Kelurahan Benda

Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai

Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon I, II, Ill dan IV selanjutnya disebut sebagai para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti

di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA.Tgrs
mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mencabut petitum
angka 4, selengkapnya mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -
1. Bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari
pewaris yang bernama almarhum Uus Sarp Hidayat bin Abd. Sanjaya
yang bertempat tinggal terakhir di JI. Benda Timur 14 B.E 25/8 RT 002
RW 011 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang
Selatan yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Pamulang
Kota Tangerang Selatan, 17 Oktober 2017 dikarenakan sakit,
sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474-
3/130/Bdb/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benda Baru
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan tanggal 07 November

2. Bahwa pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd. Sanjaya

semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Pemohon | (Suratini binti
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Satro) pada hari Sabtu 9 Agustus 1986 bertepatan tanggal 03 Dzulhijjah
1406 H berdasarkan buku kutipan akta nikah No. 155/2/VIII/1986 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten

Gunung Kidul Yogyakarya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan pewaris Uus Sarip
Hidayat bin Abd. Sanjaya hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai

4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama

3.1. Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat;

3.2. Dwi Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat;

3.3. Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarip Hidayat;

3.4. Raihanah Azmi binti Uus Sarip Hidayat;

4. Bahwa orang tua kandung dari almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd.
Sanjaya yang bernama Abd. Sanjaya (ayah) dan Uun Nunaenah (ibu)
telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris almarhum Uus Sarip
Hidayat;

5. Bahwa dengan meninggalnya pewaris Uus Sarip Hidayat bin Abd.

Sanjaya, maka yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Uus Sarip

Hidayat bin Abd. Sanjaya adalah sebagai berikut :
5.1. Suratini binti Satro (isteri);

5.2. Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat;

5.3. Dwi Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat;

5.4. Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarip Hidayat;
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5.5. Raihanah Azmi binti Uus Sarip Hidayat;

6. Bahwa sejak meninggalnya pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin
Abd. Sanjaya dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak
lain mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut diatas
serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri

masing-masing para Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd. Sanjaya
sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan

meninggal dunia dalam keadaan Islam;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama
untuk menetapkan atas harta peninggalan vyaitu berupa deposito
berjangka pada PT. Bank DKI Kantor Cabang Bendungan Hilir Jakarta
Pusat, Nomor Rekening 11325077765, atas nama Uus Sarip Hidayat;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd. Sanjaya, baik yang
berupa hak, pemberesan, kewajiban dan balik nama, serta pengurusan
atas harta-harta peninggalan (tirkah) pewaris almarhum Uus Sarip
Hidayat bin Abd. Sanjaya, maka para Pemohon memohon dibuatkan
Penetapan Ahli Waris dari pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd.

Sanjaya,
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul
dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa
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dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Pewaris Almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd.
Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017

dikarenakan sakit;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:

3.1. Suratini binti Satro (isteri);

3.2. Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat;

3.3. Dwi  Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat;

3.4. Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarip Hidayat;

3.5. Raihanah Azmi binti Uus Sarip Hidayat;

adalah ahli waris dari pewaris almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd.

Sanjaya;
4. Menetapkan Suratini binti Satro dapat bertindak atas nama dan
mewakili anak kandung yang belum dewasa dan belum cakap hukum
yang bernama Raihanah Azmi binti Uus Sarip Hidayat;

5. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa cg Majelis Hakim a quo

berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya

berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat
permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; ------------------

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |

(Suratini) tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kota

Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
(Oktaviani Nur Hidayat) tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh
Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il (Dwi
Sanjaya) tanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kota
Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.3;

4, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV
(Triani Indah Ramadhaningsih) tanggal 4 November 2017 yang
dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  155/2/VI111/1986/87
tanggal 11 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung
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Kidul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uus Sarip Hidayat
tanggal 29 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Sukabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suratini tanggal
10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktaviani Nur
Hidayat tanggal 11 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Sanjaya
Novianto tanggal 15 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Triani Indah
Ramadhaningsih tanggal 8 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pembantu Catatan Sipil Kabupaten Dati Il Tangerang, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
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aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihanah Azmi
tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangearng Selatan, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokpi Kartu Keluarga tanggal 6 Desember 2016 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangearng Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Teguh Dwi Artanto

tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangearng Selatan, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13; ----------------
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Sanjaya tanggal 13
Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangearng Selatan, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat kematian atas nama Uus Sarip Hidayat Nomor
474.3/130/Bdb 2017 tanggal 7 Nobember 2017 yang dikeluarkan oleh
Lurah Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
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16. Fotokopi Sertifikat Medis penyebab kematian atas nama Uus
Sarip Hidayat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2018
yang dikeluarkan Benda Baru Kecamatan Pamulang, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2018
yang dikeluarkan oleh Lurah Benda Baru Kecamatan Pamulang, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi surat pernyataan tidak ada sengketa ahli waris
tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.19;
B. Saksi:
1. Nama Amid bin Apud, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, tempat tinggal di Pamulang RT 002 RW 011 Kelurahan Benda
Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas
yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga kenal

dengan almarhum Uus Sarip Hidayat;
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- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon | (Suratini) dengan Uus Sarip
Hidayat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa selama dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat)

orang anak, yaitu Oktaviani Nur Hidayat, Dwi Sanjaya Novianto,

Ramadhaningsih dan Raihanah Azmi;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Uus Sarip Hidayat
meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; ----
- Bahwa kedua orang tua dari Uus Sarip Hidayat, telah

meninggal dunia lebih dahuluy;

- Bahwa almarhum Uus Sarip Hidayat meninggalkan seorang

isteri yaitu Suratini dan 4 (empat) orang anak tersebut;

- Bahwa almarhum Uus Sarip Hidayat tidak meninggalkan ahli

waris lainnya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk

mengurus peninggalan dari almarhum;

2. Nama Samirejun bin Mad Samidi, umur 51 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pamulang RT 006 RW
011 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang
Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga kenal
dengan almarhum Uus Sarip Hidayat;
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- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon | (Suratini) dengan Uus Sarip
Hidayat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa selama dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat)

orang anak, yaitu Oktaviani Nur Hidayat, Dwi Sanjaya Novianto,

Ramadhaningsih dan Raihanah Azmi;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Uus Sarip Hidayat
meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; ----
- Bahwa kedua orang tua dari Uus Sarip Hidayat, telah

meninggal dunia lebih dahuluy;

- Bahwa almarhum Uus Sarip Hidayat meninggalkan seorang

isteri yaitu Suratini dan 4 (empat) orang anak tersebut;

- Bahwa almarhum Uus Sarip Hidayat tidak meninggalkan ahli

waris lainnya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk

mengurus peninggalan dari almarhum;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para
Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian para
Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu
menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap

sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli

waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan alasan sebagaimana pada

dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadagah; -----------------

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49
huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa
yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing
ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta
penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang

menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; -

Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas dan sesuai asas personalitas keislaman, perkara a quo
secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, para pihak berdomisili
di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka secara relatif menjadi

kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi; -------
Menimbang, bahwa bukti surat terdiri dari bukti kode P.1 sampai
dengan P.19 berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat
(3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti; ----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah
saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi
sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH
Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara
formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi adalah
fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal
171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana
Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan
mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil

bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa
kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon serta keterangan para
saksi, dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki legal standing

dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa kutipan akta nikah
atas nama Pemohon | (Suratini) dengan Uus Sarip Hidayat yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul
serta keterangan para saksi yang saling terkait, dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon | (Suratini) dengan Uus Sarip Hidayat terikat dalam perkawinan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11,
P.12, P.13 dan P.14 berupa kutipan kelahiran Uus Sarip Hidayat, akta
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kelahiran para Pemohon serta keterangan para saksi yang saling terkait,
dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon dengan Uus Sarip Hidayat
memiliki hubungan hukum kewarisan, baik hubungan karena perkawinan

atau karena hubungan nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa surat
keterangan kematian atas nama Uus Sarip Hidayat serta sertifikat medis dan
keterangan para saksi yang saling berhubungan, dinyatakan terbukti bahwa
pada tanggal 17 Oktober 2017, Uus Sarip Hidayat meninggal dunia karena

sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.18 dan P.19 berupa
surat keterangan waris dan keterangan para saksi, dinyatakan terbukti

bahwa pada saat meninggalnya Uus Sarip Hidayat, meninggalkan seorang

isteri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-

fakta persidangan sebagai berikut :
1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon | (Suratini) dengan Uus
Sarip Hidayat sebagai suami isteri;

2. Bahwa selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat)

orang anak, masing-masing bernama

2.1. Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat;

2.2. Dwi  Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat;

2.3. Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarip Hidayat;

2.4. Raihanah Azmi binti Uus Sarip Hidayat;
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3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Uus Sarip Hidayat meninggal
dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Uus Sarip Hidayat, bernama
Abd. Sanjaya (ayah) dan Uun Nunaenah (ibu) telah meninggal lebih
dahulu; ---

5. Bahwa almarhum Uus Sarip Hidayat tidak meninggalkan kerabat lain

sebagai ahli waris, selain dari para Pemohon tersebut;
6. Bahwa perkara a quo diajukan untuk mengurus segala sesuatu yang
menjadi hak maupun kewajiban almarhum dan tidak terkait dengan

sengketa kebendaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat
disimpulkan suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017
seorang laki-laki bernama Uus Sarip Hidayat bin Abd. Sanjaya meninggal
dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada saat meninggalnya
Uus Sarip Hidayat, meninggalkan seorang isteri bernama Suratini dan 4
(empat) anak kandung yang nama-namanya telah disebutkan diatas,
sedangkan kedua orang tua dari almarhum telah meninggal dunia lebih

dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa
Pemohon | (Suratini) sebagai isteri dan ke empat anak sebagaimana
tersebut diatas merupakan kelonpok ahli waris, baik karena hubungan
darah / nasab atau karena perkawinan, dan mereka tidak terdapat halangan
menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 KHI, oleh karenanya permohonan

a quo dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan dasar hukum diatas, ditegaskan
dalam Al Qur'an Surat An Nisa’ ayat 11 dan 12 sebagai berikut : -----------------
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Artinya : “Allah Mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan”;
SIo IS 533 8160 1ia s ol 33 w0y 223 guoad Spsag0) 24l pnsy

N
Artinya : “Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesuddah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”; -----------------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan
(volunter) hanya terdiri dari para Pemohon saja, maka berdasarkan Pasal
181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Uus Sarip Hidayat bin Abd. Sanjaya telah meninggal
dunia pada tanggal 17 Oktober 2017 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menyatakan secara hukum bahwa

3.1. Suratini binti Satro (isteri);

3.2. Oktaviani Nur Hidayat binti Uus Sarip Hidayat (anak);
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3.3. Dwi Sanjaya Novianto bin Uus Sarip Hidayat (anak);

3.4. Triani Indah Ramadhaningsih binti Uus Sarip Hidayat (anak);

3.5. Raihanah  Azmi binti Uus Sarip Hidayat (anak);

adalah para ahli waris dari almarhum Uus Sarip Hidayat bin Abd.

Sanjaya;

4. Menetapkan Suratini binti Satro dapat bertindak atas nama dan
mewakili kepentingan anak kandung yang belum dewasa dan belum

cakap hukum bernama Raihanah Azmi binti Uus Sarp Hidayat;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 April
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah,
berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa
yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A.
Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
anggota serta Sitti Hajar, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp
30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.
600.000,-

4, Biaya Redaksi Rp.
5.000,-

5. Biaya Meterai Rp 6.000.-
Jumlah Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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